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Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya 
masyarakat desa Pauh Ranap yang mengatakan bawasannya kinerja Kepala Desa 
tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan berita yang beredar bawasannya 
pembangunan yang terjadi di desa tidak dilakukan dengan merata. tentunya ini 
menimbulkan berita yang sangat panas dikalangan desa itu sendiri. Pemerintah 
sudah mengatur tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang 
mana mencakup wewenang Kepala Desa dan Hak Kepala Desa. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok 
permasalahan yakni, Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap Berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
Kepala Desa Pauh Ranap, dan Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam Perspektif 
Fiqh Siyasah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologi yaitu dengan cara 
melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan 
sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi yang 
terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh lalu 
dianalisis dengan deskriptif kualitatif.Melalui wawancara dan observasi 
dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, 
maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah dengan menampilkan 
nash Al-Quran untuk mempertegas kesimpulan. 
Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa Kinerja 
Kepala Desa Pauh Ranap sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 dan Presentase terhadap kinerja menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 masih belum mencapai target seperti yang diharapkan. Faktor Penghabat 
danpendukung yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap yaitu 
adanya faktor Internal dan Eksternal. Dalam pandangan Fiqh Siyasah apa yang 
sudah dilakukan oleh Kepala Desa Pauh Ranap masih belum sesuai dengan apa 
yang diharapkan dalam islam. 
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A. LATAR BELAKANG  
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan, “(1) Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah 
Provinsi dibagi atas Kabupaten yang diatur dengan undang-undang”, (2) 
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Selanjutnya Pasal 18 (5) yang berbunyi, ”Pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.  
Berdasarkan asas desentralisasi menunjukkan adanya hak otonom 
bertujuan untuk mewujudkan terciptanya efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sehingga konsep 
otonomi yang diamanatkan dalam UUD NKRI 1945 tersebut diharapkan 
dapat menjawab persoalan-persoalan masa depan. 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 
(14) menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 




otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945”
1
 
Dalam Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berwenang:  
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa;  
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;  
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;  
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  
                                                             
1





m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berhak:  
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;  
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;  
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan  




Dari isi undang-undang diatas proses pembangunan desa, di dalam 
prosesnya pembangunan desa terdiri dari swadaya masyarakat dan 
pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Agar pembangunan bisa 
terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan 
masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan 
dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin 
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formal di Desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masayarakat Desa.
3
 
Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta 
penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program 
Pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam 
mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpatisipasi baik dalam hal 
perencanaan, pelaksanaan program pembangunan desa. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari 
penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit 
terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk 
keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa 
merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 
Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak 
terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu 
pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 
desa, pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial 
serta kondisi kebutuhan masyarakat di desa yang paling penting 
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menggerakan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan 
peningkatan pembangunan. 
Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan satuan 
pemerintahan terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga 
merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam 
rangka desentralisasi, dekonsentralisasi maupun tugas pembantuan, desa 
mempunyai potensi sebagai berikut: 
1. Benteng terakhir pengamalan Pancasila.  
2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.  
3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan 
pengawasan. 
4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.  
5. Sumber kepemimpinan informal.  
6. Konodisi fisik wilayah, 80% wilayah Indonesia merupakan 
pedesaan. 
7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di 
pedesaaan. 
8. Sumber pembina ketahanan nasional.  
9. Sumber potensi alam.4 
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Dua jenis perilaku atau tugas 
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pekerjaan yakni tugas fungsional dan tugas perilaku. Tugas fungsional 
berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan seluk 
beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek teknis pekerjaan 
tersebut. Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa baik karyawan 
menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain organisasi, termasuk 
mengatasi konflik, mengelolah waktu, memberdayakan orang lain, bekerja 
dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.
5
 
Secara garis besar yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 
melihat dan menilai hasil kerja dari seorang Kepala Desa, dari program-
program yang telah dirancang.  
Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa harus 
dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan 
pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan 
Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah 
rencana yang disusun secara matang dan terperinci
6
. Dalam upaya 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
Dalam Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin 
Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala 
Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara 
keseluruhan dari pada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah khilafah 
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Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Gramedia 




digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam 




Kata khalifah terdiri dari akar kata kh-l-f, dan kata ini terulang-ulang 
dalam Al-Qur‟an sebanyak 127 kali.
8
 Kata ini mengandung makna 
menggantikan, meninggalkan, pengganti atau pewaris.Abu A‟la al-Maududi 
mengatakan bahwa kata khilafah bermakna pemerintahan atau 
kepemimpinan, kata khilafah ini berakar dari kata khalifah. Kata khalifah 
dan khilafah pada akhirnya menjadi dua kata yang tak terpisah. 
Kata khilafah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara 
pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. 
Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di 
dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah 
amanah Allah SWT untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan 
menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat 
manusia. Salah satu ketentuan syari‟ah yang harus dilaksanakan tersebut 
adalah ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' [4] :59:   
أُنِٗ اْْلَْيشِ  َٔ َل  ْٕ ُع ُْٛؼٕا انشَّ اَِغ َٔ  َ
ُْٛؼٕا ّللّاٰ ا اَِغ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٰٓبََُّٚٓب انَِّز ٍء  ٰٚ ْٙ ْٙ َش ٌْ رََُبَصْػزُْى فِ ِ ُُْكْىْۚ فَب ِي
 ٍُ اَْحَغ َّٔ ٌْٛش  ِخِشِۗ ٰرنَِك َخ ِو اْْلٰ ْٕ اْنَٛ َٔ  ِ
ٌَ ثِبّلّلٰ ْٕ ُْزُْى رُْؤِيُُ ٌْ ُك ِل اِ ْٕ ُع انشَّ َٔ  ِ
ُِ اِنَٗ ّللّاٰ ْٔ ًْٚل  فَُشدُّ ِٔ
    ࣖرَأْ
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Hepi Riza Zein, Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah, (LP2M: 
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Muhammad Fuad „Abd Al baqi, Al-Mu’jam Al- Mufahras Li Alfazh Al-Qur’an Al-Karim, 





Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 




Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan dalam 
Alqur‟an disebut yaitu ulil amri
10
, meskipun para ulama berbeda pendapat 
tentang ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, 
pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi‟ah mengartikan ulil amri dengan 
imam-imam mereka maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri 
dari fiqh dusturiah adalah ahlul halli wal aqdi.
11
Ahlul halli wal aqdi menurut 
para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menetukan 
kebijakan
12
. Sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh 
Kepala Desa. 
Pada masa Rasul, Ahlul Halli Wal Aqdi adalah para sahabat. Yaitu 
mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain 
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mereka pertama-tama masuk 
islam islam (al-sabiqun al awwalun), para sahabat yang memiliki kecerdasan 
dan pandangan luas menunjukan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi 
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terhadap islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari 
kaum Anshar maupun Mujarin.  
Pada masa khulafa‟rasyidin polanya tidak jauh berbeda dengan dari 
masa Nabi. Golongan  Ahlul Halli Wal Aqdi adalah para pemuka sahabat 
yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Utsman, 
dan Ali. Hanya pada masa Uma, ia membentuk “Team Formatur” yang 
beronggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama 
fiqh menyebutnya anggota formatur tersebut sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi.
13
 
Kembali melihat kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang 
pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai 
budaya menjadi satu masyarakat/ Umamatan wahidah yang beriman dan 
bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini tampak pada perang badar dimana 
kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga 
memperoleh kemenangan, bukan karena mukjizat Nabi. Namun lebih 
banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan 
keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela 
kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah 
SWT. 
Berbicara mengenai kepemimpinan, islam mengajarkan bahwa 
seorang pemimpin menepati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan 
umatnya. Apabila sebuah jama‟ah memiliki seorang pemimpin yang prima, 
serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat 
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dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, 
jika suatu jama‟ah dipimpin oleh yang banyak kelemahan, serta lebih 
mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat 
dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan 
mengalami kehancuran. 
Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Isra [17] : 16 : 
ًْٛشا َٓب رَْذِي َٰ ْش ُل فََذيَّ ْٕ َْٛٓب اْنمَ َْٛٓب فََحكَّ َػهَ ا فِ ْٕ َْٛٓب فَفََغمُ َب ُيْزَشفِ ْٓهَِك لَْشَٚخً اََيْش َُّ ٌْ َبٰٓ اَ اَِرآٰ اََسْد َٔ  
Artinya: “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami 
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 
(supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan 
dalam negeri itu, mka sudah sepantasnya, berlaku terhadapnya 





Oleh karena itu, islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi 
yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam 
baldatun tayyibatun wa rabbun ghafir. Yaitu masyarakat islami yang 
menerapkan prinsip-prinsip islam dalam sistem kehidupan , sehingga 
mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan 
keadilan bagi seluruh masyarakatnya. 
Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin 
yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga 
terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat 
kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam 
kepemimpinan yang tunggal. 
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Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-
ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga 
kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu 
dibuat dapertemen-dapertemen dan pemerintah daerah yang mengurus 
bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada 
tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga dapertemen dan pemerintah 




Dalam pemerintahan di desa Kepala Desa membentuk bidang-bidang 
pemerintah lainnya yang dapat membantu dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinannya dan bidang-bidang tersebut bekerja sesuai dengan tugas 
masing-masing. Didalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa 
Allah menyuruh manusia yang diberikan amanat untuk menyampaikannya 
kepada orang yang berhak menerimanya dan bersikap adil termasuk seorang 
pemimpin. Hal yang semacam itu akan memberikan manfaat bagi pemimpin 
yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari beberapa penjelasan dalam 
Al-qur‟an, bagaimana pengertian dari pemimpin, dan bagaimana seharusnya 
sikap yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atas tugas-tugas yang 
sudah menjadi kewajibannya. 
Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat 
menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan lebih mengutamakan 
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kesejahteraan masyarakat banyak dan segala hal utamanya dalam melihat 
potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya. 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur wewenang dan 
Hak seorang Kepala Desa yang telah disebutkan diatas, wewenang tersebut 
diatur dalam beberapa poin, dari poin a-o. Tentunya yang akan dilihat dari 
semua kewenangan tersebut apa saja yang telah Kepala Desa itu laksanakan, 
baik atau tidaknya. Dalam memimpin pemerintah, Kepala Desa Pauh Ranap 
telah memberikan amanat kepada sekretaris desa dan dibantu oleh staf 
lainnya, seperti pembuatan surat-surat tanah, pembuatan KTP dan lain-lain, 
hal itu telah diberi tanggung jawab kepada sekretaris desa, yang mana dalam 
artian Kepala Desa tidak lagi mengambil pusing dalam masalah surat 
menyurat dalam urusan kantor desa.  
Dalam masa periode kepemimpinanya Kepala Desa Pauh Ranap telah 
mengangkat perangkat-perangkat desa yang bisa menjadi kepercayaanya dan 
bisa membantu dalam membangun desa, dari awal hingga akhir 
kepemimpinanya tidak sekalipun Beliau memberhentikan perangkat 
desa.atau tidak adanya regenerasi/penggantian ahli tugas. Dalam 
pengelolahan keuangan dan aset desa dilakukan secara transparan, yang 
mana kepala desa mengajak secara langsung para perangkat desa lainnya 
untuk membicarakan uang anggaran yang ada, namun itu semua hanya 
sebatas Kepala Desa dan perangkat desa saja, tidak dengan masyarakat 




Dalam membina ketentraman dalam masyarakat desa pauh ranap, 
sudah terdapat beberapa pos ronda hanya saja pos tersebut hanya sebatas pos 
ronda. Kegiatan ronda malam tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini 
memicu kejahatan itu terjadi, seperti kemalingan dirumah warga yang terjadi 
pada tahun 2019, peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat mengerikan di 
desa Pauh Ranap kejadian itu tidak hanya merugikan harta benda bagi 
pemilik rumah tapi juga merugikan nyawa.  
Seorang lansia dibunuh oleh pencuri tersebut dan membawa hasil 
curiannya seperti emas, TV, dan uang puluhan juta. Dengan keajadian 
tersebut masyarakat sangat berharap agar keamanan semakin diperketat, dan 
pada akhirnya ronda malam kembali aktif namun hanya dalam waktu yang 
singkat saja. Keamanan dan ketertiban itu tidak bertahan dalam waktu 
panjang. 
Dalam pengembangkan sumber pendapatan desa, Kepala Desa 
mengusulkan untuk membuat kebun untuk desa, yang mana hasilnya akan 
sangat besar jika dikelolah dengan baik, hal itu sudah membuahkan hasil, 
sumber pendapatan desa Pauh Ranap sudah sangat baik dengan adanya 
kebun sawit tersebut, tidak hanya itu sumber pendapatan lainnya yaitu dari 
PT yang berbentuk fee untuk masyarakat desa Pauh Ranap, Kepala Desa 
telah berhasil bermintra dengan PT yang ada disekitar desa Pauh Ranap. 
Dalam hal budaya Desa Pauh Ranap memiliki beberapa tradisi yang 
terus menerus mereka lakukan yaitu pacu jalur setiap tahunnya, ini sudah 




kegiatan tersebut seakan berhenti begitu saja, tentunya ini semua tidak 
terlepas dari tanggung jawab desa.  
Kepala Desa Pauh Ranap selalu menerima masukan demi masukkan 
yang membangun terhadapnya, pada ramdhan tahun lalu pemuda/I desa 
Pauh Ranap telah menyampaikan niat baik mereka yakni ingin 
melaksanakan kegiatan Pesantren kilat di desa Pauh Ranap, niat baik 
tersebut disambut dengan baik pula oleh Kepala Desa. Namun hal tersebut 
akhirnya tidak dapat dilaksakan karena Covid-19 yang masih menjadi 
masalah besarnya.Kepala Desa selalu mendukung kegiatan yang mendidik 
dan memberikan dampak positif walaupun tidak dapat mendampingi 
kegiatan tersebut. 
Dari penjelasan diatas kita dapat melihat bawasannya tidak semua 
wewenang yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
mampu dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa Pauh Ranap.dengan 
uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui 
penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka 
penulis memilih judul : 
“KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PAUH RANAP 







B. BATASAN MASALAH 
Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah 
penulis membatasi penelitian ini hanya pada kinerja Kepala Desa pada tahun 
2019-2020 tentang pembangunan di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap 
Indragiri Hulu dalam perspektif fiqh siyasah. 
Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus 
dilakukan pemerintahan Desa. Program-program pembangunan harus 
disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga 
pemerintahan desa. 
C. RUMUSAN MASALAH  
Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka 
dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kinerja Kepala Desa Pauh Ranap berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh 
Ranap? 
3. Bagaimana kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam perspektif fiqh 
siyasah?  
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa menurut undang-undang 




b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi  kinerja kepala 
desa Pauh Ranap; 
c. Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Pauh Ranap dalam perspektif 
fiqh siyasah; 
2. Manfaat Penelitian 
Kegunanaan atau manfaat dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat antara lain: 
a. Bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang telah penulis pelajari selama di bangku 
perkuliahan; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukkan dalam 
kepada masyarakat untuk menilai baik buruknya soerang pemimpin 
baik dalam undang-undang maupun perspektif fiqh siyasah; 
c. Manfaat bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu tugas dan 
syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syari‟ah 
dan Hukum UIN SUSKA RIAU; 
d. Manfaat bagi pembaca agar sebagai bahan rujukan dan penambahan 
wawasan terhadap pembaca tentang kinerja Kepala Desa; 
E. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
16
 Pengertian penelitian disebutkan 
bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiyah melalui pengumpulan, 
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pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pedekatan, metode, 
dan teknik tertentu  untuk menjawab suatu permasalahan.
17
 Penelitian 
adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis 
informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.
18
 Dari 
uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu 
proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data 
yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari 
permasalahan tersebut.  
Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya 
menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode 
penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau 
petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan 
untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.
19
 
Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Sosiologi 
yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk 
mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari 
responden melaui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai 
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bahan dalam melakukan penelitian ini.
20
 
2. Lokasi Peneliti 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam 
penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di desa Pauh Ranap 
Kecamatan Peranap kab. Indragiri Hulu. Wilayah ini mudah dijangkau oleh 
penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai 
permasalahan yang diteliti. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap 
apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala 
Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Pauh Ranap. Sedangkan Objek 
penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Di Desa Pauh Ranap Kec.Peranap 
Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.  
4. Populasi dan Sample  
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-
ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian 
ini adalah seluruh masyarakat Desa Pauh Ranap yang berjumlah 7.374 
orang dan perangkat desa Pauh Ranap yang berjumlah 16 orang.
21
 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan 
                                                             
20








cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab 
masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis 
membatasi dengan mengambil 11 orang masyarakat Desa dan 3 orang 
perangkat Desa Pauh Ranap. 
5. Sumber Data  
a. Data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang 
diporelah langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka 
yang berkenaan dengan yang diteliti. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-




c. Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier 
(penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, 
makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat 
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara: 
a. Pengamatan (Observation) adalah kegiatan seharian manusia 
dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan 
pancaindra lainnya.  Observasi, yaitu mengadakan pengamatan 




b. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang 
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
wawancara. 
c. Dokumentasi (Dokumentation) metode dokumentasi adalah 
metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
notulen rapat, agenda dan sebagainya. 
25
 
7. Teknik Analisis Data  
Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah 
selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang 
diperoleh diolah secara sistematis.  
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Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, 
dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan 
sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang 




8. Teknik Penulisan 
a. Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-
keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.
27
 
b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak 
dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.
28
 
Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh 
kesimpulan secara umum. 
c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar 
masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, 
kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu 
pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, untuk 
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lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis 
memaparkan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini mengungkapkan gambaran Desa Pauh Ranap Kec 
Peranap Kab. Indragiri Hulu. Meliputi keadaan geografis, jumlah 
penduduk, pendidikan, agama, dan budaya. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KINERJA 
Dalam hal ini membahas tentang. Pertama, Sejarah Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 . Kedua teori Kinerja Kepala Desa. 
Ketiga, Teori fiqh Siyasah dan bagian-bagian dari fiqh siyasah. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini membahas mengenai tentang kinerja Kepala Desa Pauh 
Ranap menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, faktor 
yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa Pauh Ranap, dan 
Kinerja Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 
BAB V  : PENUTUP 








GAMBARAN UMUM DESA PAUH RANAP 
 
A. Sejarah Desa Pauh Ranap 
Nama Desa Pauh Ranap berasal dari nama pohon “Pauh” yang 
berdiri kokoh di Peranap. Pohon tersebut menghasilkan buah Pauh yang 
ranap-ranap.
29
 Dalam kisahnya dahulu ada seorang Raja yang bernama Rajo 
Kuek Kuaso (Datuk) yang sakti mandraguna. Dengan sekali kayuh, sampai 
kebatas Hilir Kecamatan Kelayang/Kecamatan Rakit Kulim.Ditempat itu 
Rajo Kuek Kuaso (Datuk) memasang sawar untuk menangkap ikan, ikan 
yang diambil cukup untuk kenduri. Sawar bekas Rajo Kuek Kuaso (Datuk) 
sekarang telah menjadi batu dan kampungnya kemudian diberi nama Batu 
Sawar.  
Raja Kuek Kuaso (Datuk) mengayuh ke Hulu, sekali kayuh 
sampailah dia muara Batang Peranap tempat pertemuan Batang Peranap dan 
Batang Kuantan di Sungai Indragiri. Datuk Kuek Kuaso (Datuk) mengambil 
buah Pauh yang ranap-ranap tadi yang mana daging buahnya cukup banyak 
untuk dicampur dengan ikan yang didapat untuk bahan kenduri sementara 
kulitnya cukup untuk menjadi piring dan mangkuk, Dahulu kulit pauh ini 
selalu dipamerkan, namun karena dikawatirkan rusak, sekarang tidak 
dikeluarkan lagi, kulit Pauh tersebut disimpan dirumah keturanan
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Raja. Karena itu Pauhnya ranap-ranap, maka disebutlah Pauh Ranap yang 
saat ini menjadi salah satu Desa di Kecamatan Peranap.
30
 
 Desa Pauh Ranap secara resmi disahkan pada tahun 1980 . Desa 
Pauh Ranap sendiri sebenarnya termasuk salah satu pemukiman yang tertua 
di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pemukiman penduduk 
kampung Peranap yang menjadi ibukota mangkubumi Sultan Muda Indragiri 
tempo dulu berpusat di Desa Pauh Ranap, sementara untuk wilayah 
kelurahan Peranap (saat ini), pada waktu itu yang dihuni baru bagian yang 
berseberangan dengan Desa Pauh Ranap yakni RW 01 dan RW 02 
Kelurahan Peranap.RW 01 Kelurahan Peranap pada zaman dulu telah 
dijadikan Pasar Peranap, sementara RW 02 merupakan tempat kedudukan 
istana raja Sultan Muda. 
 Selain dari Pasar dan Istana Raja, wilayah kelurahan Peranap pada 
zaman dahulu hanya merupakan lading dan perkebunan. Kedatangan 
Belanda dan musibah banjirlah yang mengubah keadaan. Belanda 
mendirikan pemukiman di sekitar lokasi pasar baru Peranap sekarang mulai 
merintis jalan.Seiring perkembangan waktu, jalan darat menjadi sarana 
trasportasi yang lebih dominan dibandingkan sungai. Perubahan ini 
menyebabkan desa Pauh Ranap yang dulunya strategis di tepi jalur 
transportasi utama (Batang Kuantan dan Batang Peranap) menjadi tempat 
yang jauh dari akses lalu lintas terkini (jalan lintas Padang-Tembilahan) 
Musibah banjir di tahun 50-an juga menyebabkan banyak penduduk 
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PauhRanap yang migrasi ke Kelurahan Peranap, tepatnya RW 03. Karena 
migrasi besar-besaran daerah yang terletak di belakang Pasar Peranap 
kemudian ini disebut Barter. Wilayah Peranap terus berkembang hingga luas 
seperti sekarang. 
 Di Desa Pauh Ranap terdapat Masjid yang dibangun oleh Sultan 
Muda Peranap sekitar tahun 1916 jauh sebelum nama Pauh Ranap 
dicetuskan. Cerita yang beredar di masyarakat setempat, pembangunan 
masjid pada masa kesultanan Sultan Muda dibantu oleh arsitek Tionghoa 
yang merupakan mualaf gujarat China. Bangunan Masjid pada masa itu 
berada di permukiman penduduk yang dinamakan kampong Padang Pauh, 
yang termasuk salah satu pusat ajaran di Sungai Indragiri. Terlihat sebuah 
bangunan ukuran kecil yang menyatu di depan Masjid, di mana ruangan 
tersebut merupakan makam dari Raja Moehammad Sultan Muda Indragiri 
pendiri Masjid. 
 Perpaduan bangunan dan ornamen mengandung unsur Islam Melayu. 
Bangunan tiga lantai ini juga banyak menyimpan sejarah, di mana lantai 
utama merupakan tempat berdakwah sedangkan lantai atas merupakan 
ruangan pertemuan khusus dan terdapat gong tua. Menurut cerita, gong 
tersebut sakti bisa berbunyi sendiri. Masyarakat menyakini jika hal itu 
terjadi, bakal ada firasat buruk datang. 
 Kini masjid peninggalan Sultan Muda termasuk salah satu cagar 
budaya yang dilestarikan, dan dilindungi keasliannya oleh Pemerintahan 





kota Peranap yang memiliki tiga datuk yang gagah berani, yang disebut 
masyarakat Peranap yaitu wilayah Kenegrian Tiga Lorong.
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B. Letak Geografis  
 Desa Pauh Ranap merupakan salah satu desa diantara 12 Desa yang 
berada di Kecamatan Peranap. Secara Geografis Desa Pauh Ranap terletak 
dibagian timur dan berada pada Garis Lintang 0,5361 dan Garis Bujur 
101.9746. Daerah Desa Pauh Ranap berupa aliran sungai yang paling deket 
dengan permukaan laut, dengan ketinggian 13 meter dari permukaan 
laut.Jarak dari kantor Bupati ke desa Pauh Ranap adalah 80 Km. dan dari 
kantor Camat sekitar 2 Km. 
Tabel II.1 
Batas-batas wilayah Desa Pauh Ranap 
Letak Desa/Kelurahan Kecamatan 
Sebelah Utara  S.Indragiri/Semelinang 
Tebing 
Peranap 
Sebelah Timur Desa Anak Talang Batang Cenaku 
Sebelah Selatan Desa Pematang/ Punti Kayu Batang Peranap 
Sebelah Barat Desa Talang Pring Jaya Rakit Kulim 
 Sumber data : Kantor Desa Pauhranap Tahun 2021 
Luas wilayah Desa Pauh Ranap sebagaimana dimaksud, terdiri dari: 
1. Pertanian Campuran  : 78.254 Ha. 
2. Non pertanian   : 9.671 Ha. 
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 Populasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan 
suatu wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan 
perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian 
wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda 
kegiatan usaha ekonomi sautu wilayah tersebut. 
 Penduduk yang berdomisili di Desa Pauh Ranap pada umumnya 
adalah orang asli melayu. Tapi beberapa tahun terakhir sudah banyak 
pendatang yang berasal dari beberapa daerah seperti suku Batak, Nias, Jawa 
dan lain-lain.Berdasarkan perhitungan peduduk sampai akhir tahun 2019 
jumlah penduduk Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap berjumlah 7.374 
Jiwa yang terdiri dari 2.147 KK. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah 
penduduk Desa Pauh Ranap menurut jenis Kelamin. 
Tabel II.2 
Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap Menurut JenisKelamin 









Jumlah 7.374 100% 
Sumber: Data Statistik Desa Pauh Ranap 2019 
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Pauh 
Ranap dari jenis kelamin laki-laki 4.052 orang, sedangkan dari jenis kelamin 
perempuan adalah 3.322 Orang. Jadi jumlah penduduk Desa Pauh Ranap 





Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan bahwa kondisi 
penduduk di Desa Pauh Ranap hidup dengan aman, damai dan tentram, 
karena mereka menerapkan prinsip hidup saling tolong-menolong, serta hidup 
saling gotong-rotong, dengan menerapkan prinsip seperti ini maka akan 
terhindar dari perpecahan dan pertikaian. 
D. Pemerintah 
Untuk lebih jelasnya tentang susunan Pemerintahan Desa Pauh Ranap 
dapat dilihat pada bagan berikut ini : 
















Dari bagan di atas diketahui bahwa pemerintahan yang tertinggi yang ada di 
Desa Pauh Ranap adalah Kepala Desa dibantu oleh LPM dan BPD, diikuti 
oleh Sekretaris Desa. Kemudian dibantu oleh 4 Kaur yang akan membantu 


















tersebut adalah Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur umum.Dan kasi 
Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintah.Selanjutnya di desa Pauh 
Ranap terdapat 6 dusun, 10 Ketua RW, 28 Kepala RT. 
E. Pendidikan 
 Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat 
kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. 
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat 
kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya 
keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya 
lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program 
pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi 
pengangguran. 
 Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan penduduk 
Desa Pauh Ranap menunjukkan bahwa mereka telah banyak mengecap 
pendidikan dan bahkan sudah banyak sampai keperguruan tinggi.Hal ini juga 
disebabkan oleh sarana pendidikan yang ada di Desa Pauh Ranap cukup 
baik.Ditinjau dari sarana pendidikan di Desa Pauhranap pada umumnya 
terdapat gedung Taman Kanak-kanak atau PAUD, SD, SMP dan 
SMA.Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut: 
Tabel II.3 
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pauh Ranap 
Kec. Peranap Indragiri Hulu  
 
No. Jenis Sekolah Jumlah Presentase % 





2. Sekolah Dasar  6 30% 
3. Madrasah Diniyah Awaliyah 
(MDA) 
6 30% 
4. Sekolah Menengah Pertma 
(SMP 
3  15% 
5. Sekolah Menengah Atas 
(SMA) 
1 5% 
Jumlah 20 100% 
Sumber : Kantor Kepala Desa Pauh Ranap 2021 
 
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada 
di Desa Pauh Ranap cukuplah memadai untuk sebuah desa. Tapi, meskipun 
sarana pendidikan tersebut cukup memadai masih banyak terdapat 
kekurangan-kekurangan diantaranya fasilitas penunjang seperti labolatorium, 
tenaga pengajar, akses jalan menuju sekolah yang masih tanah liat yang 
mana akan menjadi licin dan berlumpur disaat musim hujan. 
 Bersadarkan observasi yang saya lakukan di Desa Pauh Ranap 
bahwa kondisi pendidikan di Desa Pauh Ranap cukup bagus, karena menurut 
masyarakat tersebut pendidikan sangat penting, dengan pendidikan dan ilmu 
yang yang didapatkan maka akan lebih mudah membangun dan memajukan 
desa. Sarana pendidikan yang ada memang belum memadai namun dengan 
kondisi kurang sarana pendidikan tidak membuat mereka terhambat untuk 
menuntut ilmu, karena setelah menambatkan pendidikan ditingkat SMP dan 
SMA maka anak-anak akan dikirim keluar daerah untuk melanjutkan 







 Berdasarkan Obersevasi yang saya lakukan bahwa kehidupan 
beragama masyarakat di kecamatan Peranap khusunya di Desa Pauh Ranap 
sangat menjaga hubungan setiap orang sehingga tidak terjadi pertentangan 
umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang 
tertib, aman dan tentram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat 
mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan bekerja sama 
dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa 
Pauh Ranap menurut agama penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut 
ini. 
Tabel II.4 
Jumlah Penduduk Desa Pauh Ranap Menurut Agama 
 
No. Agama Jumlah (Orang) Presentase% 
1. Islam 5.545 75% 
2. Kristen Katolik 1.025 14% 
3. Kristen Protestan 804 11% 
Total 7.374 100% 
Sumber: Kantor Desa Pauh Ranap 2021 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah 
penduduk di Desa Pauh Ranap yang beragama islam meruapakan yang 
mayoritas yaitu 5.545 orang. Di Desa Pauh Ranap terdapat beberapa rumah 







Rumah Ibadah Desa Pauh Ranap 
No. Rumah Ibadah jumlah Presentase % 
1. Mesjid  10 19% 
2. Mushalah 25 47% 
3. Gereja 18 34% 
Total 53 100% 
Sumber: Kantor Desa Pauh Ranap 
 Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah 
rumah ibadah di Desa Pauh Ranap, mesjid berjumlah 10, mushalah berjumlah 
25, dan Gereja Berjumlah 18. 
G. Mata Pencarian  
Desa Pauh Ranap pada umumnya merupakan daerah yang terletak 
pada daerah dataran rendah yang tingginya 3 m dari dasar permukaan sungai 
dan daerah ini memiliki iklim tropis yang dibanjiri air sungai sekali dalam 1 
tahun.Dengan demikian tanah didaerah ini sangat subur untuk tanaman muda 
dan tua.Tanah yang subur ini disebabkan karena lumpur yang dibawa banjir 
tersebut. 
Maka dengan kesuburan tanah tersebut menyebabkan sumber 
perekonomian penduduk Desa Pauh Ranap pada umumnya adalah 
petani.Selanjutnya, di Desa Pauh Ranap terdapat beberapa PT sehingga 





sarjana juga banyak terdapat di Desa Pauh Ranap sehingga menambah mata 
pencarian di Desa Pauh Ranap seperti, Dokter, PNS, Guru honor, Bidan, 
Perawat, TNI, Polisi dan lain-lain. 
 
H. Budaya 
 Mengenai aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pauh 
Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup banyak yang 
dalam hal ini merupakan budaya di desa Pauh Ranap diantaranya: 
a) Mandi Balimau 
Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat turun temurun yang 
sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pauh 
Ranap. Mandi balimau ini dilaksanakan ketika akan memasuki bulan suci 
ramadhan dengan tujuan membersihkan diri. 
b) Suluk ( beribadah di mesjid 10 Hari) 
Suluk merupakan tradisi yang sampai sekarang masih tetap 
dipertahankan oleh masyarakat desa Pauh Ranap. Kegiatan ini dilakukan 
pada bulan selama 10 hari di mesjid Raja Desa Pauh Ranap, tidak hanya 
masyarakat Desa Pauh Ranap yang mengikuti kegiatan ini, peserta 
kegiatan ini biasanya juga berasal dari ibu kota kabupaten, dan 
kecamatan lain. Dan kegiatan ini ditutup dengan acara isra‟ mi‟raj `Nabi 
Muhammad SAW. 





Masyarakat desa Pauh Ranap telah lama membudayakan kerja sama dan 
persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini 
bertujuan untuk menunjukan rasa peduli dan ikut berduka cita terhadap  
masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara 
membacakan yasin bersama-sama. 
d) Pacu Jalur  
Pacu jalur tidak lepas dari budaya melayu, terutama masyarakat desa 
Pauh Ranap. Kegiatan pacu jalur dilaksanakan seminggu setelah lebaran 
Idul Fitri, ini merupakan hiburan bagi masyarakat Desa Pauh Ranap 
kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 
kegiatan ini tidak dilangsungkan karena pada lebaran tahun lalu kita 

















LANDASAN TEORITIS TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 6 
TAHUN 2014, KINERJA KEPALA DESA DAN FIQH SIYASAH  
 
A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang 
secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia 
merdeka hingga saat ini. Dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir 
saat ini yaitu UU No.6 Tahun 2014.Desa mengalami banyak perubahan 
aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak 
perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa 
pengaturan tentang Desa, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan 
Daerah, 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai 
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat 
III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 





6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
dan terakhir dengan 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya 
disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 
2014.Rancangan UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II 
DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. 
Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga 
Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang 
Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti 
rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan 
No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-




Dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa 
adalah: 
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. 
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
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bagi seluruh rakyat Indonesia.  
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa.  
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.  
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, eϐisien dan efektif, 
terbuka serta bertanggung jawab.  
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.  
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan  
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
 
a) Landasan Filosofis 
Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. 
Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-
sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah 





berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.
33
 Pemerintah berpendapat 
Desa sebaiknya harus menjadi landasandan bagian dari tata pengaturan 
pemerintahan di atasnya,dan menjadi ujung tombak dalam setiap 
penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Bangunanhukum Desa juga merupakan fundamen bagi tata negara 
Indonesia,memiliki arti bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletakdi Desa. 
Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yangberkaitan dengan Desa, 
maka dasar hukum pengaturan Desadibuat dengan undang-undang tersendiri.  
Pengaturan ini akan menentukan maju mundurnya Desa, yang 
berimplikasi padamaju mundurnya pemerintahan di atasnya sebagai satu 
kesatuansistem pemerintahan. Pemerintah percaya, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat jika ditopang oleh kedaulatan 
rakyatserta kemandirian lokal, yakni pusat yang „menghargai‟ lokaldan lokal 
yang „menghormati‟ pusat. Sebaliknya, jika selamanya Desa marjinal dan 




b) Landasan Yuridis 
Pemeritah menjelaskan bahwa sebelum amandemen Undang-undang 
1945, sudah ada pengaturan tentang Desa. Setelah amandemen, khususnya 
yang berkaitan dengan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, ada dua norma 
dasar yang dijadikanacuan dalam pengatuan Desa,yaitu (a) norma dasar 
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pemahaman konstitusi terhadap Desa dalamkonteks pemerintahan daerah 
sebagaimana diatur dalamPasal 18 ayat (7); dan (b) norma dasar pemahaman 
konstitusiterhadap Desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum 
adatsebagaimana diatur dalam Pasal 18B. 
Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, PemerintahanDesa 
mempunyai satukesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 
18B, makna kesatuan masyarakat hukumadat adalah Desa atau dengan 
sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks 
Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan 
dengan pemerintahan daerah.Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan 
masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam 
beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam proses pembahasan kedua pijakan 
yuridis konstitusional, Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat 
tempat. 
Penjelasan Umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan 
susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen 
pengaturan desa atau dengan nama lain merujuk pada Pasal 18 ayat (7) UUD 
1945 yang menegaskan:“Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”. Rumusan ini 
ditafsirkan pembentuk Undang-Undang bahwa UUD 1945 membuka 






Sementara pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat 
dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945yang berbunyi: 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam Undang-Undang”. 
c) Landasan Sosiologis  
Paradigma pembangunan dari bawah (Desa) diyakini pemerintah 
menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar 
penduduk Indonesia tinggal di Desa. Pengaturan tentang Desa dimaksudkan 
untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik Desa, 
memulihkanbasis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat Desa 
sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, 
pengaturan tentang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa 
merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus 
berkembang. 
Naskah Akademik menyebutkan: “Dampak globalisasi 
daneksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, 
meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan 
institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara)untuk menghadapinya. Oleh 
karena (itu) diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di 
negara dan masyarakat agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya. 





kewenangan tersebut adalah daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai 




2. Asas Pengaturan dan Materi Undang-undang Nomor Tahun 2014 
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah: 
1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat 
Desa; 
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 
yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan 
sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama 
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa 
dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk 
membangun Desa; 
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian 
dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; 
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak 
yang berkepentingan; 
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8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu 
sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan 
persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan 
dijamin; 
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 
dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka 
memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 
Desa; dan 
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, 
terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan 
melaksanakan program pembangunan Desa.
36
 
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 terdiri dari 16 Bab dan 122 
Pasal, dalam Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, 
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan 
Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, 
Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha 
Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini 
juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat 
sebagaimana diatur dalam Bab XIII. 
3. Tugas Kepala Desa Dalam Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang 
Pemerintahan Desa dalam Bab V bagian kedua. 
1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berwenang: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 





e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berhak: 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah 
Desa; 





c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 
kesehatan; 
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan 
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat Desa. 
4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berkewajiban: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 





i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Desa; 
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 
Desa; 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 
Desa; 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.37 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: 
a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 
tahun anggaran; dan 
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d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 




1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi 
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
39
 
Kepala Desa dilarang: 
a. Merugikan kepentingan umum; 
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 
asyarakat tertentu; 
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 
g. Menjadi pengurus partai politik; 
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
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i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. 
j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 
k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut 
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
40
 
Sanksi Untuk Kepala Desa dijelaskan sebagai berikut: 
1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau 
teguran tertulis. 
2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
41
 
B. Kinerja Kepala Desa  
1. Pengertian Kinerja Kepala Desa 
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Dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia kinerja dikemukakan arti 
kinerja sebagai  “(1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang dilihatkan (3) 
kemampuan kerja”. Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung  jawab yang diberikan kepadanya. Dua jenis perilaku atau 
tugas pekerjaan yakni fungsional dan tugas perilaku. 
Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan 
menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek 
teknis pekerjaan tersebut. Tugas Perilaku berkaitan dengan seberapa baik 
seseorang menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain, termasuk 
mengatasi konflik, mengelolah waktu, memberdayakan orang lain, bekerja 
dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.
42
 
Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada 
delapan indicator, yaitu menurut Gomes sebagai berikut: 
1) Quantity of work (kuantitas kerja) merupakan jumlah kerja yang 
dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. 
2) Quality of work (kualitas kerja) kualitas kerja yang dicapai 
berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan. 
3) Jow knowledge (Pengetahuan Kerja) luasnya pengetahuan 
mengenai pekerjaan dan keterampilan. 
4) Creativeness (Kreativitas) keaslian gagasan-gagasan yang 
dimunculkan dan tindakan keterampilan. 
5) Cooperation (Kerjasama) kesediaan bekerjasama dengan orang 
lain. 
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6) Dependability ( keteguhan) dapat dipercayakan dalam hal 
kehadiran dan penyelesaian kerja. 
7) Initiative (Prakarsan) semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas 
baru dalam memperbesar tanggungjawabnya. 
8) Personel Qualities (Kualitas Pribadi) Menyakut kepribadian, 
kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.
43
 
Unsur prestasi seseorang yang akan dinilai oleh setiap organisasi atau 
perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai 
itu mencakup seperti hal-hal diatas. 
Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu 
pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga 
merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah, bahwa 
Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berada di bagian yang lansung berbaur bersama masyarakat, maka di mata 
masyarakat aparatur pemerintah desa inilah yang langsung menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung, panutan, dan 
penyelenggara ketentraman dan kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja 
ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
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Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya agak berbeda dengan 
kepemimpinan pejabat lainnya di pemerintahan seperti lurah, Camat, 
Bupati/Walikota ataupun Gubernur yang umumnya lebih banyak terikat pada 
dimensi structural, sedangkan Kepala Desa selain terikat secara struktural 
sehubung dengan kedudukannya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, 
juga memiliki peranan fungsional sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan 
dan pemimpin adat. 
Kepala Desa merupakan orang terpenting di sebuah Desa, masyarakat 
menumpuhkan amanat dipundaknya.Memberikan perubahan terbaik di Desa 
tersebut dalam masa jabatannya, keberhasilan kepemimpina adalah sesuatu 
yang harus dicapai dengan melihat kinerja inilah seorang bisa dikatakan 
berhasil atau tidak di dalam kepemimpinannya. Tidak hanya Kepala Desa 
akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdi 
kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang 
akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional 
pemerintah desa.  
Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan Desa mempunyai peran 
dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat 
desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik. Keberhasilan 
pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai 
pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah 






C. Kepemimpinan Dalam Islam 
Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti, orang 
yang memimpin, petunjuk buku petunjuk atau pedoman.
45
Dalam bahasa 
inggris kepemimpinan disebut dengan Leadership, sedangkan dalam bahasa 
Arab di sebut Khalifah, Imamah Ziannah, atau Imamah. Kepemimpinan 
ialah mampu meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah 




Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata 
yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya 
kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang 
mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. 
Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang 
mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini.pemimpin 
adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin 
dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang 
berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus 




                                                             
45
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 20010, Cet. I, h., 874 
 
46
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership Membangun Super Leadership 
 Melalui Kecerdasan Spiritual (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),h. 106. 
47





Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa 
memenuhi tugas seperti zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki 
kecakapan, pemimpin sekarang hanya memilih seorang pembantu yang 
mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum dia miliki 
artinya sesuai dengan keahlian.
48
 
Sedangkan dalam islam istilah pemimpin dikonotasikan dengan kata 
khalifah, amir atau imamah. Khilafah adalah pengganti yaitu seseorang yang 
menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa khalifah yang berarti pengganti 
telah berkembang menjadi title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi 
masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama.
49
 
Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan 
atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
50
 
Dan amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus 




Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri 
atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan 
orang lain dan khadimul umat (pelayan umat ) dengan pengertian seorang 




Suyuthi Pulungan, Op. Cit., h. 48-49. 
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pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan 
masyarakat.
52




Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan 
seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu 
situasi tertentu. Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa kepemimpian terjadi 
apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang 
lain baik secara perseorangan atau kelompok. Dari beberapa pengertian 
yang telah dikemukakan di atas terdapat butir - butir pengertian pada 
hakikatnya memberikan makna antara lain :  
1. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang 
pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian 
(personality ), kemampuan ( ability ), kesanggupan ( capability).  
2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan ( activity ) pemimpin 
yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau 
prilaku pemimpin itu sendiri. 
3. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi 
antara bawahan dan situasi.
54
 
Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :  
                                                             
52
K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, Manajemen Syari’ah dalam  
Praktik, Cet. I, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2003), h. 120 
 
53
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., h. 874 
 
54





a. Formal ( pemimpin yang resmi )  
b. Informal ( pemimpin yang tak resmi )  
Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi 
atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan 
dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur 
organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya dan 
untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber 
dari atas. Pemimpin formal ( formal leader ) ini lazimnya dikenal dengan 
istilah " Kepala ".
55
 
Sedangkan pemimpin informal atau tak resmi adalah orang yang 
tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena 
ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai 
orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan prilaku suatu 
kelompok atau masyarakat
56
 dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas - 
batas resmi karena kepemimpinan demikian di dasarkan atas pengakuan dan 
kepercayaan masyarakat tidak nyata terlihat dalam hirearkis, juga tidak 
terlihat dalam gambar. 
1. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin  
Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik maka diperlukan sifat 
dan kepribadian seorang pemimpin yang baik, karena gagal dan suksesnya 
seorang pemimpin itu ditentukan oleh kepribadian yang ia miliki.Menurut 
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Kartini kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan;apakah pemimpin abnormal 





Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan islam itu tepat jika didasarkan 
kepada sistem dan cara yang dipraktekan dalam memimpin. Jadi 
kepemimpinan dalam islam adalah sebuah kepemimpinan yang 




Dalam islam seorang pemimpin harus mempunyai standar 
kemampuan, adapun syarat-syarat menjadi pemimpin dalam islam sebagai 
berikut: 
1. Syarat utama pemimpin kaum muslimin adalah kemuslimannya. 
Komunitas muslim tidak dibenarkan mengangkat dan dipimpin oleh 
pemimpin yang bukan muslim, karena kepemimpinan itu berkaitan erat 
dengan pencapaian suatu cita-cita, maka kepemimpinan harus berada di 
dalam genggaman tangan seorang pemimpin yang beriman dan bertaqwa 
kepada Allah swt. Allah SWT sudah dengan tegas melarang mengangkat 
atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Firman-Nya 
dalam surat Ali Imran [3] ; 28 sebagai berikut: 
  ِ
ٍَ ّللّاٰ َْٛظ ِي ٍْ َّْٚفَؼْم ٰرنَِك فَهَ َي َٔ  ٍَْۚ ْٛ ْؤِيُِ ًُ ٌِ اْن ْٔ ٍْ ُد نَِٛۤبَء ِي ْٔ ٍَ اَ ْٚ ٌَ اْنٰكفِِش ْٕ ْؤِيُُ ًُ َْل َٚزَِّخِز اْن
ْٛشُ  ِص ًَ ِ اْن
اِنَٗ ّللّاٰ َٔ  ِۗ ّٗ َْفَغ  ُ
ُسُكُى ّللّاٰ َُٚحزِّ َٔ ُُْْٓى رُٰمىخً ِۗ  ا ِي ْٕ ٌْ رَزَّمُ ٰٓ اَ ٍء اِْلَّ ْٙ ْٙ َش  فِ
Artinya: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang 
mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscahaya lepaslah ia 
dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri 
dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 
                                                             
57





memperingatikan kamu terhadap diri (siksa) – Nya.Dan hanya 




Di dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin untuk menjadikan 
orang kafir sebagai pemimpin atau penolong, jika hal ini akan merugikan 
mereka sendiri baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat, 
atau jika dalam hal ini kepentingan orang kafir akan lebih didahulukan dari 
pada pada kepentingan kaum muslimin sendiri. Apalagi jika hal itu ternyata 
akan membantu tersebarluasnya kekafiran. Begitu juga yang diterapkan oleh 
masyarakat desa Pauh Ranap tetap menjadikan seorang muslim sebagai 
pemimpin walaupun terdapat beberapa agama di desa Pauh Ranap.  
Tersebar luasnya kekafiran menjadi salah satu satu alasan 
dilarangnya kaum kafir dijadikan sebagai pemimpin, hal yang demikian ini 
sangat dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 51 
Allah SWT. Menandaskan bahwa tidak boleh mengangkat orang-orang 
Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi kaum muslimin; 
يَ  َٔ نَِٛۤبُء ثَْؼٍطِۗ  ْٔ نَِٛۤبَء ۘ ثَْؼُعُْٓى اَ ْٔ ٖ اَ انَُّٰصٰشٰٓ َٔ َد  ْٕ ا َْل رَزَِّخُزٔا اْنَُٛٓ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٰٓبََُّٚٓب انَِّز ُْى ٰٚ نَّٓ َٕ ٍْ َّٚزَ
 ٍَ ْٛ ًِ هِ
َو انظّٰ ْٕ ِْٓذٖ اْنمَ َ َْل َٚ
ٌَّ ّللّاٰ ّٗ ِيُُْْٓى ِۗ اِ ُُْكْى فَبََِّ  يِّ
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang 
orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); 
sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. 
Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menajadi 
pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
                                                             
58
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit., h. 53   
         
         





mereka.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-




2. Tidak dibenarkan pula mengangkat pemimpin yang mempermainkan 
dan memperolok-olokkan agama. 
Allah menegaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah [5] : 57: 
ا ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٰٓبََُّٚٓب انَِّز ٰٚ  ٍْ رُٕا اْنِكٰزَت ِي ْٔ ٍَ اُ ْٚ ٍَ انَِّز نَِؼجًب يِّ َّٔ ا  ًٔ َُُْٚكْى ُُْض ا ِد ْٔ ٍَ ارََّخُز ْٚ َْل رَزَِّخُزٔا انَِّز
 ٍَ ْٛ ْؤِيُِ ٌْ ُكُْزُْى يُّ َ اِ
ارَّمُٕا ّللّاٰ َٔ نَِٛۤبَءْۚ  ْٔ اْنُكفَّبَس اَ َٔ  لَْجهُِكْى 
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi 
buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara oramg-orang 
yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir 
(orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika 




3. Mampu Berlaku Adil. Sikap adil menjadi fokus utama dalam agama 
islam, bahkan bagi semua agama. Betapa penting pemimpin itu adil, 
karena pada hakekatnya pemimpin yang adil itu bisa menjamin tegaknya 
demokrasi. Dalam konteks ini pemimpin seharusnya lebih 
mengutamakan layanan untuk memenuhi hak yang dilayani (staf atau 
rakyat). Allah SWT menjelaskan pada Q.S. Al-Hadid [57] : 25 
 
َو انَُّبُط ثِبْنمِْغِػْۚ  ْٕ ٌَ نَِٛمُ َْٛضا ًِ اْن َٔ ََْضْنَُب َيَؼُُٓى اْنِكٰزَت  اَ َٔ ِذ  ُٰ ََْضْنَُب نَمَْذ اَْسَعْهَُب ُسُعهََُب ثِبْنجَِّٛ اَ َٔ
 َُّْٚ ٍْ ُ َي
نَِْٛؼهََى ّللّاٰ َٔ َيَُبفُِغ نِهَُّبِط  َّٔ ٌْٚذ  ِّ ثَأٌْط َشِذ ْٛ َْٚذ فِ ٌّ٘ اْنَحِذ ِٕ َ لَ
ٌَّ ّللّاٰ ِْٛتِۗ اِ ّٗ ثِبْنَغ ُسُعهَ َٔ  ِٗ ُصُش
ْٚضٌ   َػِض
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang 










padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-
rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha kuat lagi Maha Perkasa.
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Adapun keadilan meliputi bidang-bidang hukum, sosial dan global. 
Keadilan hukum merujuk kepada prinsip kesamaa hukum terhadap setiap 
orang, sehingga tidak terjadi pilih kasih antara mereka. 
2. Ciri-ciri Pemimpin Dalam Islam 
Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin 
suatu kelompok adalah pelayan pada kelompok tersebut. Sehingga sebagai 
seorang pemimpin hendaklah dapat dan mampu melayani serta tidak 
menolak orang lain, untuk maju dengan ikhlas. Beberapa ciri penting yang 
menggambarkan kepemimpinan islam adalah sebagai berikut.
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1. Setia. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada 
Allah SWT. 
2. Terikat pada tujuan. Seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai 
pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan 
kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan islam 
yang lebih luas. 
3. Menjujungi tinggi Syariah dan Akhlak Islam. Seorang pemimpin yang 
baik akan merasa terikat dengan peraturan islam, dan boleh menjadi 
pemimpin selama tidak menyimpang dari syariah. Wakti ia 











melaksanakan tugasnya ia harus patuh kepada adab-adab islam, 
khususnya ketika berhadapan dengan golongan oposisi atau orang-orang 
yang tidak sepaham. 
4. Memegang teguh amanah. Seorang pemimpin ketika menerima 
kekuasaan menggap sebagai amanah dari Allah SWT. Yang disertai oleh 
tanggung jawab, Al-Qur‟an memerintahkan pemimpin melaksanakan 
tugasnya untuk Allah SWT dan selalu menunjukkan sikap baik kepada 
orang yang dipimpinnya. 
5. Tidak sombong. Menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, karena yang 
besar dan Maha Besar hanya Allah SWT. Sehingga hanya Allah-lah 
yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin 
merupakan salah satu cirri kepemimpinan yang patut dikembangkan. 
6. Disiplin, konsisten dan konsekuen. Merupakan cirri kepemimpinan 
dalam islam dalam segala tindakan, perbuatan seorang pemimpin. 
Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan 
memegang teguh terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan, 
karena ia menyadari bahwa Allah SWT. Mengetahui semua yang ia 
lakukan bagaimana pu ia berusaha untuk menyembunyikannya. 
Dalam islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri 
Nabi Muhammad SAW, seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu 
terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab 
[33] : 21 : 
ْٛشً اِۗ  َ َكثِ
َرَكَش ّللّاٰ َٔ ِخَش  َو اْْلٰ ْٕ اْنَٛ َٔ  َ
ٌَ َْٚشُجٕا ّللّاٰ ٍْ َكب ًَ حٌ َحَغَُخٌ نِّ َٕ ِ اُْع





Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat) 




Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat 
wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW 
.dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-
sifat tersebut sebagai berikut: 
1. Shiddiq 
Nabi Muhammad SAW. mempunyai banyak sifat yang membuatnya 
disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang 
membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, 
semua orang Quraisy menamakan “Shiddiq” dan “Amin”.
64
Beliau sangat 
dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin 
mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian 
memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti 
akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan pesannya. Hal ini 
dikarenakan, Nabi Muhammad SAW.hanya mengikuti apa yang 
diwahyukan pada beliau. 
Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan 
larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti 
benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah SWT. 
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beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak 
hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan 
keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan 
antara kata dan perbuatan.Sebagai pemimpin teladan yang menjadi 
model ideal pemimpin. Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: 
Shiddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah. Shiddiq berarti jujur dalam 
perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga 
tanggung jawab.
65
Sedangkan tabliq berarti menyampaikan segala macam 
kebaikan macam kebaikan kepada rakyatnya dan Fathonah berarti cerdas 
dalam mengelolah masyarakat. 
Dalam hal kejujuran pastinya ada khabar yang menjelaskan tentang 
seruan Nabi Muhammad SAW.kepada umatnya untuk berlaku jujur di 
setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu. Ubaidillah Ibnush Shamit 
r.a menuturkan bahwa Rasulullah SAW.bersabda “Jaminan untukku 
enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam 
perkara adalah: bila berbicara jujurlah, tepatilah janji apabila kalian 
berjanji, apabila kalian dipercaya, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan 
kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian ( dari segala yang 
diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari megambil yang 
haram)”. (HR.Imam Ahmad).  
Berlandaskan hadits di atas, jika seseorang sudah menjabat maka ia 
mesti melakukan upaya-upaya Good Governance seperti transparansi, 
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akuntabilitas, dan responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang 
dipimpinnya. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan 
dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan negara 
yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta 
ekonomi.Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (clean government) 
adalah modal pemerintah yang efektif, efesien, jujur dan bertanggung 
jawab. 
Dalam hadits yang lain Rasulullah juga menekankan kepada 
umatnya untuk senantiasa berada dalam kejujuran dan menjauhi 
kedustaan dalam bercakap. Abdullah bin Mas‟ud r.a. menuturkan, 
Rasulullah SAW. bersabda:  
ذْ  ُْٛكْى ثِبنصِّ َعهََّى َػهَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ ِ َصهَّٗ ّللاَّ ِْٓذ٘ إِنَٗ لَبَل َسُعُٕل ّللاَّ ٌَّ اْنجِشَّ َٚ إِ َٔ ِْٓذ٘ إِنَٗ اْنجِشِّ  ْذَق َٚ ٌَّ انصِّ ِق فَئِ
انْ  َٔ إَِّٚبُكْى  َٔ ٚمًب  ِ ِصذِّ َُْذ ّللاَّ ْذَق َحزَّٗ ُْٚكزََت ِػ ٖ انصِّ َٚزََحشَّ َٔ ُجُم َْٚصُذُق  َيب ََٚضاُل انشَّ َٔ ٌَّ اْنَجَُِّخ  َكِزَة فَئِ
إِ  َٔ ِْٓذ٘ إَِنٗ اْنفُُجِٕس  ٖ اْنَكِزَة َحزَّٗ اْنَكِزَة َٚ َٚزََحشَّ َٔ َيب ََٚضاُل اْنَؼْجُذ َْٚكِزُة  َٔ ِْٓذ٘ إَِنٗ انَُّبِس  ٌَّ اْنفُُجَٕس َٚ
اثْ  َٔ ِٛش  خِّ ٍِ انشِّ ِ ثْ َػْجِذ ّللاَّ َٔ َش  ًَ ُػ َٔ ِٚك  ذِّ ٍْ أَثِٙ ثَْكٍش انصِّ فِٙ اْنجَبة َػ َٔ ِ َكزَّاثًب  َُْذ ّللاَّ َش لَبَل ُْٚكزََت ِػ ًَ ٍِ ُػ
ٌٍ َصِحٛحٌ أَثُٕ ِػَٛغٗ  ََْزا َحِذٌٚث َحَغ  
Artinya:“Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran 
mengantarkan kepada kabaikan, dan kebaikan mengantarkan 
kepada surga. Dan senantiasa seseorang bersikap jujur dan 
terus berupaya menjaga kejujurannya sampai dengan dicatat di 
sisi Allah bahwa ia adalah seorang yang jujur. Janganlah 
sekali-kali kalian berdusta. Sebab, berdusta akan mengantarkan 
kepada perbuatan maksiat, dan perilaku maksiat akan 
mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya, seseorang yang 
berlaku dusta dan terus ingin berlaku dista sehingga disisi Allah 
ia dicatat sebagai seorang pendusta”. (HR. Imam Bukhari, 






Jujur menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa 
adanya beban diawal maupun di kemudian hari. Rumusnya sederhana, 
“jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan 
mengantarkannya kepada surga”. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap 
istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu 
menghadang gerak dan langkahnya. 
Dengan sifat tersebut diatas Nabi Muhammad saw. menjadi seorang 
pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup semasanya. Beliau 
selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya 
berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan 
keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan 
antara kata dan perbuatan. 
َعهََّى لَبَل : َعْجَؼخٌ ُِٚظهُُُّٓى ّللاُ  َٔ  ِّ ِّٙ َصهَّٗ ّللاُ َػهَْٛ ٍِ انَُّجِ َٙ ّللاُ َػُُّْ َػ َْٚشحَ َسِظ ْٙ َُْش ٍْ أَثِ َو  َػ ْٕ َٚ ِّ ْٙ ِظهِّ فِ
ٌِ رََحبثَّب فِٙ  َسُجَل َٔ َغبِجِذ  ًَ َسُجٌم لَْهجُُّ ُيَؼهٌَّك فِٙ اْنـ َٔ ََشأَ ثِِؼجَبَدِح ّللاِ   َشبةٌّ  َٕ َيبُو اْنَؼبِدنُ َْل ِظمَّ إِْلَّ ِظهُُّٓ بَ ْْلِ
ْٙ أََخبُف ّللاَ  بٍل ، فَمَبَل : إَِِّ ًَ َج َٔ َسُجٌم َدَػْزُّ اْيَشأَحٌ َراُد َيُِْصٍت  َٔ   ِّ لَب َػهَْٛ رَفَشَّ َٔ  ِّ ْٛ َؼب َػهَ ًَ ّللاِ اِْجزَ
َسُجٌم َرَكَش ّللاَ َخبنًِٛ ب فَفَبَظْذ  َٔ  ُُُّْٛ ًِ ُْفُِك َٚ بنُُّ َيب رُ ًَ َسُجٌم رََصذََّق ثَِصَذلٍَخ فَأَْخفَبَْب َحزَّٗ َْل رَْؼهََى ِش َٔ
َُْٛبُِ   َػ
Artinya:“Abu hurairah r.a berkata: Bersabda Nabi Muhammad saw.: 
Ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah 
naungan Allah, tiada naungan kecuali naungan Allah: 
Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah 
kepada Allah. Orang yang hatinya selalu gandrung kepada 
masjid. Dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik 
waktu berkumpul atau berpisah.Orang laki yang diajak berzina 
oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: 
saya takut kepada Allah. Orang yang sedekah dengan sembunyi-
sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 





pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya.” (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
 
Meski hadits ini menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang 
yang dijamin keselamatannya oleh Allah swt. nanti pada hari kiamat, 
namun yang sangat ditekankan oleh hadits ini adalah karakter orang yang 
pertama, yaitu pemimpin yang adil. Bukannya kita menyepelekan enam 
karakter sesudahnya, akan tetapi karakter pemimpin yang adil memang 
menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Tanpa 
pemimpin yang adil maka kehidupan ini akan terjebak ke dalam jurang 
penderitaan yang cukup dalam. 
2. Amanah 
Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagai karakter 
yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggungjawab. 
Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar al-Amin (yang 
dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi 
di atas pemimpin umat atau Nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang 
amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada 
amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah SWT.Yang 
dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan 
kepada Rasulullah SAW.meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, 
ekonomi, maupun agama. Firman Allah yang berbicara tentang amanah 







 ٍَ ْٛ اْنِججَبِل فَبَثَ َٔ اْْلَْسِض  َٔ ِد  ٰٕ ًٰ َخَ َػهَٗ انغَّ َُْٓب  اََِّب َػَشْظَُب اْْلََيب ٍَ ِي اَْشفَْم َٔ ْهََُٓب  ًِ ٌْ َّْٚح  اَ
ًْلا  ْٕ ًيب َجُٓ ْٕ ٌَ ظَهُ ّٗ َكب ٌُِۗ اََِّ ََْغب هََٓب اْْلِ ًَ َح َٔ 
Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat langit, bumi, 
dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanat 




Berdasarkan ayat diatas menyatakan bahwa setiap menusia 
mempunyai amanah yang harus dipertangungjawabkan kepada Allah 
SWT, walau sekecil apapun amanat itu.sifat amanah yang ada pada diri 
Nabi Muhammad SAW. Memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang 
dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan 
merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu 
mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Bukan 
saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah atau 
dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap firman selalu 
disampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau.Dalam 
peperangan beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk 
kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang 
datang meminta nasihat dan petunjuknya dalam menyelesaikannya dan 
lain-lain. 
Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW.sangat memperhatikan 
kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan keluhan masyarakat, 
memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, mulai dari 
potensi alam sampai potensi menusiawinya.pada akhirnya semua ini 
                                                             
66





bermuara pada aktivitas dakwah yang dilakukannya terhadap masyarakat, 
terutama dalam bidang keimanan dan ketakwaan serta profesionalisme 
sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas pada 
waktu itu. 
Sebagai seorang pemimpin Nabi muhammad SAW. berusaha untuk 
memberikan yang terbaik bagi umatnya, berkorban untuk umatnya, 
bahkan sampai akhir umurnya Rasulullah masih memikirkan umatnya. 
Bukti sejarah ini menunjukan bahwa Nabi Muhammad SAW.sebagai 
pemimpin sekaligus menajer sejati yang sangat mencintai umatnya. 
Rasulullah SAW. dikenal sangat memiliki kesiapan dalam memikul 
tanggungjawab, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Rasulullah 
SAW. dikenal sebagai orang sangat terpecaya, dan ini diakui oleh 
musuh-musuhnya, seperti Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hiraklius 
(Kaisar Romawi) tentang perilaku beliau. Bersifat amanah berarti 
menyampaikan semua perintah Tuhan tidak dikurang tidak pula ditambah 
berdasarkan wahyu yang ditulis dan dikumpul perlahan.Beliau 
melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan 
yang benar beliau telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang 
modern dengan memperkenalkan nilai kesetaraan universal, semangat 
kemajemukan dan multikulturalisme rule of law, dan sebagainya. 
Beliau disiplin dan adil dalam menegakkan hukum, tanpa pandang 
bulu, bahkan ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul telah 





Quraiys.Beliau dikenal degan gelar Al-Amin (yang terpecaya). Oleh 
karena itu ketika terjadi peristiwa sangketa antara para pemuka Quraish 
mengenai siapa yang akan meletakkan kembali hajar aswad setelah 
renovasi Ka‟bah mereka dengan senang hati menerima Muhammad 
sebagai arbiter, padahal waktu itu Muhammad belum termasuk pembesar 
berkesiapan memikul tanggungjawab tanpa keraguan. 
Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga 
kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. 
Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan 
kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan 
bersama, dalam menanggung amanah kepemimpinan, Rasulullah 
SAW.sangat melarang kepada semua pemimpin untuk mengambil segala 
sesuatu yang bukan haknya. 
3. Tabligh 
Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 
tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. 
Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah, 
ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi 
seorang Rasul Allah. Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang 
dapat beliau tunjukan sebagai bukti kerasullanya. Wahyu pertama yang 
turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah 
buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah SWT. dengan tugas 





kepada Allah SWT. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin 
dakwah (da‟i) manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari 
kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah. 
 Satu istilah disandang Nabi Muhammad SAW. pemberian Allah 
yaitu mundhir (pemberi peringatan) diutusnya Nabi Muhammad SAW. 
sebagai orang yang memberi peringatan yakni untuk membimbing umat, 
memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan 
dunia dan akhirat. 
 Nabi Muhammad SAW. diutus dan diangkat menjadi pemimpin 
umat manusia oleh Allah SWT. melebihi pemimpin-pemimpin yang telag 
ada seperti halnya Nabi-Nabi yang terdahulu. Tugasnya menyampaikan 
wahyu adalah karakteristik beliau sebagai pemimpin yang memiliki sifat 
tabligh (menyampaikan), dan  dari uraian diatas kita juga dapat melihat 
bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat menguasai akan 
informasi, inilah yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan Nabi 
Muhammad SAW.  
4. Fathanah 
Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki 
kecakapan luar biasa (genius abqariyah) dan kepemimpinan yang agung 
(genius leadership abqariyah). Beliau adalah seorang pemimpin yang 
sangat cerdas dan pandai melihat peluang. 
 Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya 





itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak 
gampang berubah dalam dua keadaan baik itu dimasa keemasan dan 
dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan 
tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui 
dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa 
yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada 
umat pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian 
dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia 
menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk 
mencapai sisi yang telah digariskan.
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3. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam  




Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan 
dalam kepemimpinan islam. Al-Qur‟an dengan jelas mengatakan 
bahwa seorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib 
melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau 
orang yang berpandangan baik. Melalui musyawarah memungkinkan 
seluruh komunitas islam akan turut serta berpartisipasi dalam proses 
pembuatan keputusan, dan sementara itu pada saat yang sama 
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musyawarah dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi 
tingkah laku para pemimpin jika menyimpang dari tujuan semula. 
2. Adil  
Pemimpin sepatutnya mampu memerlakukan semua orang secara 
adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Selain memegang teguh 
prinsip keadilan sebagai dasar tegaknya masyarakat islam, pemimpin 
organisasi islam juga sepatutnya mendirikan badan peradilan internal 
atau lembaga hukum untuk menyelesaikan berbagai perbedaan atau 
sengketa dalam kelompok itu. 
3. Kebebasan Berpikir 
Akibat manusia tidak mengindahkan peringatan Allah SWT, maka 
Allah berfirman dalam Q.S Al-Khafi [18]: 54 : 
ٍء َجَذًْل  ْٙ ٌُ اَْكثََش َش ََْغب ٌَ اْْلِ َكب َٔ ٍْ ُكمِّ َيثٍَمِۗ  ٌِ نِهَُّبِط ِي َزا اْنمُْشٰا ْٰ  ْٙ ْفَُب فِ نَمَْذ َصشَّ َٔ 
 
Artinya:“dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia 
dalam ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah 
makhluk yang paling banyak membantah. 
 
Pemimpin yang baik mereka yang mampu memberikan ruang dan 
mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya 
secara konstruktif. Gaya Kepemimpinan Islam sudah tercatat oleh sejarah 
mengenai konsep konsep kepemimpinan Islam sebagaimana Nabi Adam 
memimpin Hawa dalam keturunannya setelah diusir dari surga. Nabi 
Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang menyampaikan ajaran-





Dalam Islam seorang pemimpin harus amanah, Iklhas dalam 




Salah satu kaidah fiqih yang eratkaitannya dengan pemerintahan 
ketikadilihat dari sudut pandang cakupannyayang luas adalah kaidah fiqih 
yangberbunyi: 
ْصهََحخِ  ًَ غٌ ثِبْن ْٕ اِػَِّٛخ َيُُ َيبِو َػهَٗ انشَّ ُف اْْلِ  رََصشُّ
Artinya:“tindakan ataukebijakan seorang pemimpin terhadaporang-orang 
yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. 
 
Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya; mengingat 
tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang 
pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan 
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A. Kesimpulan  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dijalankan dengan baik di 
desa Pauh Ranap, Dari data  rancangan kerja pemerintahan Desa Pauh 
Ranap pada tahun 2019-2020 sudah disusun dengan baik, hanya saja 
dapat kita lihat rancangan kerja tersebut belum terealisasi seutuhnya, 
jika dijumlahkan ada 36 rancangan kerja secara umum dan ada 11 yang 
terlaksana, dalam presentase 31% . dapat disimpulkan bawasannya 
kinerja Kepala Desa Pauh Ranap masih belum mampu mencapai 
target. Tentunya ini mempengaruhi hasil dari kinerja Kepala Desa. 
2. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan kinerja 
untuk menunjang pembangunan Desa yakni ada dua bagian: 
a. Faktor Internal. Yakni  kontribusi masyarakat dan waktu. 
b. Faktor Eksternal. Yakni kurangnya pengawasan yang dilakukan 
oleh pihak Kecamatan atau Kabupaten, dan sarana yang kurang 
memadai. 
Faktor pendukung, yakni adanya koordinasi dan kerjasama yang 
dilakukan pihak desa dengan pihak0pihak yang terkait untuk 
melakukan pembangunan, adanya sejumlah dana APBD dan APBDes 
untuk pendukung pembangunan, dan perangkat desa yang selalu 





3. Pandangan fiqh Siyasah (tinjauan syari‟ah) terhadap kinerja Kepala 
Desa Pauh Ranap, maka disimpulkan bahwa kinerja Kepala Desa 
masih jauh dari harapan masyarakat, Kepala Desa tidak melaksanakan 
kewajibannya yang telah diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.  
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa harus lebih giat lagi untuk 
mencapai target-target pelaksanaan pembangunan di Desa Pauh 
Ranap, agar terlaksananya rancangan kerja dengan baik. 
2. Kepala Desa harus menjaga silahtuhrahmi yang baik terhadap seluruh 
masyarakat desa Pauh Ranap agar masyarakat terbawa untuk 
berkontribusi terhadap kepemimpinannya. 
3. Dalam kepemimpinannya Kepala Desa harus lebih memahami 
bagaimana pemimpin yang diharapkan dalam islam, agar 
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